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Abstrak
Tirnbulnya risiko kerugian pada kendaraan bemrotor menrbuat pen$ahan pembiayaan
konsumen dsn konsumen mengasurdn$ikan kendaman. Apabila suatu kenddraan bemotor
yang telah diasurmsikan kemudian tedadi e!€r€m.:, maka pihak tenanggutrg b€rhak
mengajukan klaim ganti kemgian ^ ras evene,nen yang terjadi kepada PenangguDg.
Permasalahan penelitian adalah perjanj ian asumnsi kendaraan berEotor denga.n klausul
etrekenen all ri,tk tJalam perjaoj ian pembiayaan konsurnen.
P€ndekalan penelitian dilakukan secan normatifdan €mpi.is, merg€urakan data sekunder
dan primq yang diperoleh dari studi pusraka dan studi lapaogan, dan analisis data
dengan analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa petanjian asuransi kend&raan bemotor pada
perjanjian pembiayaan konsumen dilakuk.n setelah perjanjian pembiayaan konsumen
dilakukan yaitu pe.janjian antara peffsahaan p€mbiayae konsumen dergan konsudren.
Apabila pedanjian penbiayaan relah dilakd€n maka pihak perusrlla3n pembiay6an
konsumen dan konsMen aka! rrelakukafi psrj0njian asurnnsi dengln perusah$n
asuansi. Pedanjian a"suransi teFebut akan menimbulka nak datr kcwajiban bagi ldua
b€lah pihrk s€cara timbal balik. Pedanjian a$rlnei kendaman bcrmotctr diimpler:rentasikan
pada Polis Standard Kendaraan Bemotor (PSKB) yarg telal dibuat sebclum)a oleh
perusabaan asuransi s€laku penanggung yang beisikan t.ntang ketentuan dasar
pelaksanaar asuransi kendaraan b€rmotor serta inemunt hak dad lcwqiiban yang mengikat
dan han$ dilaksanakar oleh pala pihak.
Kata Krncir ..wnemet. kluusula dll lisk, pe4.tniran penbiuldaa koasunek
I. PENDA}IULUAN
Perkembangan ilmu pengctahuan dan teknologi seta cepatnya laju
pertumbuhan pcnduduk mcnimbulkan tuntutan kcbunrhao yang hams dipenuhijuga
meningkat. Sctiap manusia selalu berusaha mcmenfi kebutuhan hidupnya seperti
memiliki harta kekayaan untuk menunjang kclangsungan hidupnya, salah satu
kebuhrhan itu adalah kendaraan bemlotor sebagai alat transportasi bagi masyarakat.
Kenderaan bcrmotor sebagai hasi lj erih payah itu, tentunya akan dipertahankan oleh
seliap manusia supaya tidak hilang, tidakrusak, dan tidak musnah. Kendaraan
bermotoradalah salah satujenis harta kekayaan yang tidak lepas dari ancaman
bahayq misalnya mcndapat keceiakaan, kebakai-arL kehilangar\ dan lain sebagainya.
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Pelaksanaan asuransi kendaraan bermotor dapat dilakukan antara
perusahaan asuransi dengan orang pribadi atau badan usaha (perusahaan) contohnya
perusaharm pembiayaan konsumen, karena kepemilikan kendaraan bermotor yang
dimiliki oleh masyarakat dapat diperoleh dengan sistem pembelian secara tunai
rnaupun secan aflgsuBrr melalui dealer atau perusahaan pembiayaan.
Dalam menghadapi keadaan ekonomi sepedi pada saat ini maka masyarakat
cenderung untuk membeli kendaraan dengan cara angsuran atau lxiedit yang sering
dikenal dengan p€rjatjian pembiayaan konsumen. Penjualan se.ara Hit tersebut
dilalarkan unuk menarnpmg pennasalalnn penjual menghadapi banyak permintaan
kendaraaru namun calon pembeli tidak mempmyai dana yang o{<4 untrkmeobeyar
harga kendaraan secara tunai. Disatu pihak penjual juga menghadapi kendala dan
menyadari drtuk memasarkan kendaman dalamjurnlah yang besar adalah sulit.
Risiko yang timbul pada penjualan k€ndaraan bermotor kepada konsumen
secara krcdit sangat tinggi dan rentan mengalami kenrgian yang bersifat idak pasti
seperti kecelakaarl kebakara4 kehilanga4 dan lain sebagainya. Untuk
risiko pibak perusahaan mengasumnsikan kendaraan te$ebut. Tindakanpengalihan
kemrmgkinan kougian melalui asuransi tecebut memerlukanbiaya ng tidak sedikit
dan dilah*an dengan poses perjanjian dengan pihak perusalaan asuransi. Melalui
asuransi orang yang melghadapi risiko atas harta kekayaan bermaksud unnrk
mengalihkan risikonya atau s€tidaknya membagi risiko itu dorgan pihak lain yang
bersedia menerima peralihan tersebut dengan melalui perjanjia[ terlebih dahulu yang
disebut dengan peiatrjianAsuransi.
Kegiaran usaba sr.uansi mengnfung bebenpa spek terp€nting yaitu aspek
ekonorni dan aspekhukm- Aspek ekonomi seseorang memiliki polis asuransi adalah
uatuk menanggulangi risiko yang dapat menimpa harta benda maupunjiwa raganya
yang dapat menimbulkan ken€ian baik rbarerial maupur iiftDateril (iiwa ata! cacat
badan) yang akan mempengaxuhijalan hidup omng bersangkutan darjuga ahli
warisnya- Seseomng (terlanggung) melalui asuransi mengalihkanrisiko-risiko yang
dilndapioya kepadapihak lain (penanggung) yang beEedia menerirna risiko tersebu!
untuk itu tertanggung mengeluarkanbiaya yang relatifkecil (prerni) untrk memperoleh
hasil maksimal faminan ganti kerugian yang relatifbesar). Upaya yang disebutkan
ini adalah merupakan usaha nanusia dalam bidang ekonomi dengan caramemperkecil
risiko kerugian akibat suatu hal yang akan diderita.
Dari aspek hulcrA pelanjian asurarsi menimbulkan hubungan hukun yang
diwujudkan dalam suatu perjanjian (kontrak) dan diikuti dengan pembuatan akta
pedanj iamya (polis), dimana dirumuskan syarat-syarat, kewajiban-kewajiban dan
janjijanji lang harus dipenuhi oleh setiap ihak sesuai dengan kedrdukarmyamasing-
rusing sebagai tertanggung dan p€nanggung. Pengertian huhm asuraasi menpakan
bagian dari hukum perjanjian atau hukurn perikatan yang diatur dalam Kitab Undang
Undang Hukum Perdala (LUHPdt). Tetapi dalam kedudukarmya sebagai perjanjian
Idrusus asuiaisi diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) dan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1 992 Tentang Usaha Perasuransian, di mana
peratlran ters€but memuat asas dan ketenhrn-ketenfuan sendiri lang berlaku sebagai
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kaidah hukum khusus di samping hukum perjanjian pada umumnya yang berlaku
sebagai kaidah hukum umum,
Penanggung yang berbenflrk badan usaha mempunyai tujuan untuk
mendapalkan keunturgat yang b€sar s€hingga dapatmenpertahankan elangsungan
hidrp perusahaannya. Perusahan penbiayaan dalam menjual kendaraan bermotor
kepada konsumennya sering mengalami kerugian yang disebabkan oleh kecelakaaq
pencruian, penipuan, penggelapan dan sikap kon$unen yang tidak rnau melunasi
kewajibanny4 maka pihak perusabaan menberikan kewajiban kepada konsumen
agar membayar premi asuransi garti kerugian dsngan klausula eveoemenl, n'sfr
kepada perusahaan asuransi. Premi yang telah dibayar oleh konsumen kepada
perusahaan asuransi adalah unnrk mengalihkan risiko kepada pihak penarBgung
dari segala kemungkinan kerugian yang dihadapi sesuai dengan klausula yang
tsrdapat dalam polis asuransi.
Msngingat arti p€ntingnyape4anjian suransi lrng s€suai d€ngan hrjuam)'a
yaitu suatu perjanjian yang mernberikan proteksi. Perjanjian ini sebenamya
menawarkan suatu kepastian mengenai kerugian harta benda yang akan mrmgkin
diderita kar€na suatu peristiwa yang belurn tentu atau ev€nemen.
Sebagai perusahaan asuransi yang kegiatan t's,hrnya bergerak dibidang
perasuransian kerugian, baik yang diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai
penanggung dengan lerranggung secara pribadi maupun perjanj ian asuransi yang
diadalGndenganpenrsahaanpembialaandimaksudkanuntukmengbidari kerugi d
yang diderita oleh tertanggu g apabila tedadi suatu peristiwa yang dapat
menimbulkan $ratu kenrgian-
Salah satu azas penting dalam perjanjial pertarygungan itu adalah asas
keseimbangan karena risiko yang dialihkan kepada penanggung diinbangi dengan
jrllr ah pemi yang dibaya*an kepada penanggung. Asas ini penting apabila terjadi
peristiwa tat tentu yang menimbulkan kerugiaL Kerugian yalrg harus diganti itu
seimbang dengan risiko yang ditangguog oleh p€Dang$mg. Jika risiko atas benda
pertanggungan hanya sebagian dialihkan kepada penanggung, maka penanggung
berkewajiban membayar ganti kerugian hanya sebagian pula dari k€mgian yang
timbul itu. Demikianjuga dengan dsiko atas b€ndapertangguEan dialihkan seluuh
kepada penanggung, maka penanggrmg berkewaj iban membayar ganti kerugian
atas semua kerugian yang diderita oleh tertanggmg.
Penelitian ini L.husus dilakukan pada kendaraan bermotor dalam peqar{ian
pembiayarn konsumen, karena mengingat keadaan ekonomi masyarakat untuk
membeli kendaraan se-{ara tunai masih kurang. Timbulnya risiko kerugian akibat
pencuriar\ banjir, kecelakaan pada keodaman bermotor membuat konsumen dan
perusahaan pembiayaan konsumen mengasuransikankendanantersebut Apabila
suatu kendaman bermoto! yang telah diasuransikan kemudian terjadi evenemen
sesuai ketentuan yang terdapat dalam polis asurallsi dan ditandatangad oleh
penarggung, maka pihak tertanggung bedlak mengajukan Haim ganti kerugian atas
evenemen yang teiadi pada kendaraan bermotor te$€but.
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II. METODE PI]\ELtTI,,i\N
Penelitian n dilal kan dcngan menggunakrn pendekatan )uridis nomatif
dan empids, pendckatan'"uridis normatifyaitu dengan cara nlempelajari, mengkaj i,
dail menginterpt cstasi bahan-b.rhur kcpustakzran yang ada dalam literafurliteratur,
dan balan-balran hirkLrn 1,ang $rupa Pcranfan Penmdang-undangar\ dan ketentuan-
ketentuan yang bcrkailan dengan pei ad ian asurans\ dengulklansJJa evenemen all
n rt dalam pe{anj ian pembiry&r konsumen. scdangkan pendekatan empjris dengan
melihat proses yang teiadi di iapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunderdan data primerdan selanjutnya dilakukan analisis secata
kualitahl:
III. HASIL PENULI'I'IAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Pengertian Asuransi
Dala]n bahasa tselanda kaia asuransidisebut Ass t antie yanlterdi:; da'i
kata Assuradeur, yang bcrafii pcnanggung dan Geassureerde yang berarti
tertanggung. Kcnudian dalam bahasa Prancis disebut,ls surance yangberarti.
menanggung scsualu yang pastiterjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut
.4slecurare yanx berarti mcylkinkan orang yang berarti meyakinkan orang.
Selanjutnya dalam bahasa Ings s kata asuransi disebut Insurance yang berarti
menanggrmg sesual u yiurg mungk in atau tidak mungkin terjadi dan,4ss urance yang
berarti menanggu ng sesuatu yarg p.tsti tedadi . (Kasfjit,20022'7 6)
PmgediaD umun tentang asuransi atau f,ertanggungan terdapat dalam Pasal
246 KUHD yailu:
"Asuransi atau peftanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang
penanggung mcngikatkan dili kcpada seomng tertanggung, dengan menerima suatu
premi untuk mernbcrikai petggantian kepadanya karena suahr kerugian, kerusakar!
atau kehilarSan kcuntungan vrng dilurapkan. yang mungkin akan dideritanya karena
suatu pcrisriwa yang tak tertenlu .
Salah salu unsurlcnting dalam peristiwa asuansi yang terdapat dalam
rumusan Pasal 246 Kl,]lll) adalah ganti kcrugian. Ul1sur teiscbut hanya menunjuk
kepada asuransi kerugian (.h)\r ins l ranG) virn g objeknya adalah harta kekayaan
dan tidak termasr k asuansr jra,t ( | ift insuzncr) di dalamnya. karenajiwa manusia
bukanlah harta kckayaan. .ladi kctcntuan Pasal246 KUHD himya mencakup bidang
asuran5i Lerugiin Ji ln rdJ lcn .r"uk rsuran.i i iwa.
Sedmgkan menurut pcndrpat beberapa sad ana, asuaansi dapat didcfinisikan
scbagai beril{xt:
l . Menurut Robc.r L l\,lehr. rlsuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko
dengan menggabungkim ssjufilah unit-rurit yang berisiko agar kerugian individu
secara kolcktifdapat diprcdiksi. Kcrugian yang dapat diprediksi tersebut
kemudian dibagi dan didistfibusikan secara proporsional di anrara semua unit,
unit dalam gabung.j tcF.bul.
2. Mark R. (lrecne nlcndcfinisikan asumnsi sebagai institusi ekonomiyang
mengxrangi risiko dc ga| nlcnggabungkan di bawah satu manajemen dan
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kelompok objek.lel'm suaru kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi yang
diderita oleh suatu kelompok yang tadi dapat diFediksi dalam lingkup yang
lebih kecil.
3. Arthur Williams Jr- dan Richard M. Heins melihat asuransi dari dua sudut
pardang. Pertama, asuransi ada.lah perlindmgan terhadap risiko finansial oleh
penanggung dan kedu4 asuransi adalah alat yang mana risiko dua orang atau
lebihatauperusalnan-penuahaan digabungkan melalui kontribusi Femi yang
pasti atau yang ditenbkan sebagai dara yang dipakai untuk membayarHaim.
(Kasmft,2002.26-2Tr-
Pasal I ayat (l) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
PerasuransiarL menyataka[bahwa suralsi di-rumuskan sgbagai berikut:
"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan
mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menedma
premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karura kerugiaa
keosakan atau kehilangan keuntugan yang diharapkan abu tanggungiawab hukum
kepada pihak ketiga )"ng akan dideriia terhnggung, yang timbul dari suatr peristiwa
yang tidak pasti, atau untuk m€mberikan suatu pembayaran yang didasa*an atas
meninggalnya tauhidrpnya seseonng y'ang dipertanggungkan".
Berdasaxkar pengetian pertanggugan di atas maka pengertian menurut
Undang-Undang Perasumrsian lebih luas dan lebih lengkap dari pada KIIHD. Dalam
Undang-undang Perasuransian tidak hanya mengatrtentang asuransi kerugian t€tapi
juga asuransi jumlah, pada asumnsi kerugian dapat dilihat dalarn bagian kalimat
'?enggantian karcna kerugia.tr, kerusakarL kehilangan keuntungan yang diharapharU
tanggungjawab huhlm kepada pihak ketiga sedangkan pertanggungerjur ah dilihat
derrgan kalirnat "membedkan pembayaran yang didasa*an atas meningga]nya atau
hidupnya ses€oBng, sedangkan dalam KUHD lebih cenderung menekankan pada
asuransi kerugian dalam bidang hartra kekayaan.
Menurut Abdulkadir Mulnmmad berdasa*an rumusan Pasal 246 KUHD
tedapat 5 (lima) unsur penting dalam pertzng$mgan yaitu: Unsur subjek
Subjek adalah pihak-pihak yaitu penanggug dan l€rtanggung,jadi merupakan
peqaojian timbal balik, karena itu pedu ada kata sepakat antara peDanggulg
dan tertanggung mengenai b€nda yang dipertanggungkan dan mengenai syar"at-
syarat yang berlaku bagi pefianggungan.
a. Unsur Status
Pihak penanggung dan tertarygung adalah pendukung hak dan kewajiban yang
dapat bersta[$ sebagai manusia pribadi, sekelompok manusia pribadi dan badan
hukum. Penanggung harus berstatus ebagai perusahaan badan huku4 dapat
berbentuk Perseroan terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Pe6ero) atau
koperasi. Tertanggu[g dapat bsrstatus ebagai seorang, pers€kutuan atau badan
hukum, baik sebagai pemsahaan maupm buk n perusahaan.
b. ObjekAsuransi
Obj ek pertanggungan dapat berupa benda, kepentingan yang melekat pada
benda dan sejurnlah uang. Dalarn psnulisan i i yang menjadi objekp€rtanggungar
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adalah kendaraail bermotor roda empat yang dibeli dengan sistem sewa beli.
Sedangkan tujuan l,ang hcndak dicapai oleh terranggung adalah peralihan risiko
dan atau ganti kenrgian dari penanggung sedangkan tu.juan penarg$mg adalah
menerirna sejunJah pembayar.rn 6'rcmi.
c. UnsurPeristiwa
Dalam persetujrian atau kata sepakat ermasuk juga evcnemen atau peristiwa
tak tentu yaig dicannrn*an dalarn kortral asu-arsi. Evencmefl adalah peristiwa
terhadap rnrna benda itu dipcrtanggungkan, evcnemen ini tidak dapat diketatrui
scbelurmya dan tidak diharapkan terjadi. Dalan1 penulisanini yangmenjadi
cvenemennya adaiah bahaya pencurian baik yang d iikuti kekerasan maupu.r
yang tanpa kekerasan.
d. Unsur Hubungan Hukum
Hubungan huk-um antara pcnanggung dan tcrtanggung adalah hubungan
kcwajiban dan hak yaitu ketcrikatan lertanggung dan pcnanggung dalam
memenuhi kewajiban dm hak. Kewajiban pokok pihak pcnanggung adalab
memikul beban risikojika terj adi cvenemen ymg nlcrimbulkan kerugian, dia
waj ib mcrnbayd girnti kerugian kcpada tertanggurg karena peMngg.ng telah
memperoieh premi dari pihak tertanggung yang merupakan kewajibannya.
(Abdulkadir Muharnmad, 2002:13 ).
Berdasarkan uraian tersebutdiatas dapat disimpulkan bahwa asuransi
adalah suatu usaha guna menanSgulangi adanya risiko yang disebabkan adanya
prristiua yang tidak pasti dalam hal ini mengenai kcrugia.n kllsusnya untuk kenigirur
mumi bukan kerugian yang bersifat spckulatil
Asuransi yang diatur di dalam peraturan pcrundang-undangan asuransi
lndonesia dapat dikctornpoldran menjadi 2 (dua) j enis yaitu:
a) Asuransijumlah (Sb nmen letzakcring) rntuk asuransrjiwa.
b) Asuransi kerugian (Schade t/erzekaring, unhrk asutaLsi harra benda.
Dalam penclitian ini akan dibahas ,nengenai asuamsi kerugian kendaraan
bermotor khususnya kendaman bermotor yang diperolch dari sistcm pembiayaan
konsunen.
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa asuransi
kcndaraan bemotor tidak diatur secarajelas dan khusus di dalam KI_IHD, dan
Undang-Undang Nomor 2 'fahun t 992 tentang pcrasuransian, tetapi para pihak
dipe*)olehkan rultuk membuat perjanjian suransi yang lain asaL tidak bertentangan
dengan undang-undang, kctertiban umum, dan kcsusilaan sesuai denqan asas
kebebasan berkontrak. Dalam perjanjian asuransr di mano rcnanggung dan
penanggung mengikat suatu perjanjian tcntang hak dan ke\r,,ajiban para pihak.
Pensalraan a-suarsi mcmbebar*an sejun{ah prcmi yang harus dibayar tetanggmg.
Premi yang harus dibayar sebelumnya sudah ditalsirkan dulu atau diperhitunskan
dengan nilairisilo )ang akan dhadapi Scmakin besarri.iko mcl<a semakir besar
premiyang harus dibayar dan sebaliknya.
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3.2, Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor
Perjar{ianAsuransi kgndaraan b€rmotor tqtuang dalam polis asuraDsi, yang
m€muattentang syarat-sltra! hak-halq dankewajibennasing-inasingpibak jrlnlah
uang yang dipertanggungkan dan jangka waktu asuransi. Jikt dalam masa
pertanggungan terjadi risiko, maka pihak asuransi akan membayar sesuai dengan
p€rjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersana seb€lurmya-
Perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat )"ng telah
diffirkarolehurdang-undang. Perlu dipedntikanbahwapeqanjianyangmemenuhi
syarat menumt undang-undang akan diakui oleh hulan Sebatilrya perjmjian yang
tidak m€menuhi syarat maka tidak akan dialui oleh huhIn, walaupun diakui oleh
pihak-pihak yang mengadakan ped anj ian. Peq anj ian yang diakui oleh hukum
maksudnya, apabila salah satu pihak tidak mau memenuhi si pedanjian atau
wanprestasi, maka pihak lain dapat menmnrt melalui pengadilan supala isi pe4anjian
itu dipenuhi.
Pedanjian asuransi menrpakan salah satujenis perjanjian klusus yang diatur
dalam KUHD. Sebagaimana pedanjian maka ketentuan syarat-syarat sah suatu
perjanjian dalam KlIHPdt berlakujuga bagi peqanjian asurarui. Karena perjanjian
asuransi merupakan peg anj ian khusus, maka disamping ketentuan syarat-syarat
sah suahi perjanjiar\ bedakujuga syarat-syarat khusus yang diatur dalam Kl.lHD.
Syarat-syarat sah suatu peq'anj ian diatur dalam Pasal I 320 KUHPdt. Menurut
ketentuan pasal teNebut ada empat syarat sah suatu perjaDjian yaih kesepakatan
parapihalq kewenangan ffiua! objek tertentu dan kausa yang balal. Sedangkan
syarat yang diatur dalam KUHD adalah pemberitahuan yang diatur dalam Pasal
25 I KUHD- (Abdulkadir Muhammad, 2002 :49).
Berdasati<an uraian te$€but di alas maka syarat sahnya perjanjian asurami
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Kesepakatatr
Persetujuan kehendak adalah setuju mengenai hal-hal yang pokok dari
ped anj ian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki daxi pihak yatrg satu juga
dikehendaki oleh pihak yang lain, mereka menghendaki suatu yang sama secaB
timbal balik. Dalam perjanjian asuransi tertanggung dan penang$mg sepakat
mengadakan perjanjian asuransi kesepakatan tersebut pada pokolnya meliputi:
l) Benda yang menjadi objek asuransr,
2) Pengalihan dsiko dan pembayaran gemi,
3) Evenernen dan ganti kerugian,
4) Syarat-syarat khusus asuransi,
5) Dibuat s€cara tertulis yang disebut polis.
Pengadaad pedanjian antara tertanggung dan penanggung dap6t dilakukan
secaia langsung arau tidak langsung. dilakukan secam langsung artinya kedua belah
pihak mengadakan pedanjian asur.ansi tanpa melalui pemntar4 dilakukan secara
tidak langsung artinya kedua belah pihak melakukan perjanjian asuralsi melalui
jasa pemntara- Pengg.Daanjasa p€rartar.a memadg dipeftolehkan menurut mdang-
undang. Dalam Pasal 260 KUHD ditentukan apabila asuransi diadakan dengan
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peranlara seorang makelar, maka polis yang sudah ditandatangani harus diseralkan
dalam waktu 8 (delapan) hari setelah pe{anjian dibuat.
b. Ke'N enangao (Authotity)
Tertanggung dan penanggung wenang melalarkan perbuatan hukum yang
diakui oleh undang-undang. Kewenalgan beftuat enebut ada yang beNifat objektif
dan ada yaag bersifat objektif. Kewenangan subjektifartinya Tertanggung dan
penanggung sudal dewasa, sehat trgatan, tidak berada di bawah perwalian
(trusteeship), atau pemegang kuasa yang sah. Kewenangan objelilif artinya
lerta[ggung mempunyai hubungan yang sah dengan objek asuransi karena benda
teisebut adalah kekayaan mililoya sendiri. (Abdulkadir Mularnna4 2002:50).
Penanggung adalah pihak yang mewakili PerusahaanAsuansi Masarkan
Anggaran Dasar Perusahaan Apabila asuransi yang diadakan itu rmtuk kepentingan
pihak ketiga, maka tertarggung yang mengadakan asuraNi itu mendapat kuasa
aiau pernb€naran dari pibak ketiga iang bosangkuan Kewenagan pihaktertalggung
danp€rEnggung tidakhanla dalamhal pajanjian asuransi aja tetapi dalfii hubungan
tnrknn lairtn]€-
c. Objektetlent.t (FLred Object)
Obek tertentu adalah apayang dipe!anjiloa bak dan kewajibantertanggung
dan penanggung j ika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksud dalam
ped anjian paling sedikit harus ditennrkanjenisny4 dan cukupjelas atau terteah!
jurnlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitmg atau ditetapkan. Objek terr€ntu
dalam perjanjain asuransi adalah obj ek yang diasuransikan, dapat berupa harta
kekayaan dan kepentingan yaog melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupajiwa atau raga manusia. Objek tertentu berupa harta kekayan dar kepentingar
yarg melekat pada hafia kekayaan terdapat pada perj anjian asuransi k€rugian.
Objek tertentu berupajiwa atau raga manusia tedapat pada perjarj iar asuransijiwa. Pengertian objek tetentu adalah bahwa identitas objek asuransi tersebut harusjelas dan pasti. Apabila berupa kekayaan, barta kekayaan apa, berapajuftlah dan
ukurartrrya, dimana letaknya dan bempa nilainya. Apabila berupajiwa raga, atas
nama siapa, urnur, hubungan keluarganya lamat dan sebagainya. Karena yang
mengasumnsikan objek itu adalah tertang$mg maka ia harus mempunyrai hubrmgan
hukum langsung atau tidak langsung dengan objek asuransi itu.
Objek ped anj ian asuransi kendaraan bermotor adatah kendaman bermotor
adalah kendaraan yang digerakkan oleh peialatan mekanik yang berada pada
kendaraar itu (Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 14 Tahun I 992 tentang
Latu Lintas Angkutan Jalan). Kerdaman bermotor ituterdiri dari kerdaraan bermotor
roda dua dan kendaraan bermotor cda empat. Asur:ansi k€ndaraan b€rmoior daDat
dianikan sebagai perjanj ian anrara penanggrmg dengar Ertanggung }?ng benujrjan
untuk mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang
tidak pasti dari tertanggung kepada penanggmg tertuclap kedaraan bermotor yang
dipertanggungkan dengan imbalan m€nedma premi.
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d. Kausa yang halal (l egal Cause)
Kausa yang halal maksudnya dalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang
undang-undang, tidak bertentang,an d€ngan ketertiban urrum dan kesusilaan Contoh
asuransi yalg berkausa tidak halal adalah mengasuransikan benda yang dilarang
oleh undang-undang untuk diperdagangkan, mengasuansikan benda tetapi
tertang$mg tidak merpunyai kepentingan. Bedasarkan kausa )"ng halal tenebut
tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan perunggung adalah beralibnya
dsiko atas obj ek asuransi yang diimbangi dengan p€mbayaran Femi. Jadi kedua
belah pihak berprestasi, tertanggung membayar premi, penanggung menedma
peralihan risiko atas obj ek asurarsi, jila preni dibayar maka risiko beralih.
e. P embeital,ll€,n (No t iJi c at i on)
Obj ek asuransi waj ib diberitahukan oleh tertanggwrg kepada penanggung
tidak boleh ada yang disembunyikarl sifat objek asuansi mungkin dapat menjadi
penyebab timbulnya kerugian, berdasarkan pemberitahuan itu penanggung dapat
mempertimbangkan pakah dia akan memerima pengalihan risiko dad tsrtanggung
atau tidak. Tertanggung waj ib memberitahukan dengan j ujur dan jelas kepada
krtanggung mengenai sifat objek asuransi tertanggung yang tidakjujur diancam
dengan sanksi pembatalan ierhadap asurdnsi yang diadakan dengan penanggug.
Menurut ketentuan Pasal 25 I KUHD semua pemberitahuan yang salah
dan tidak benar atau menyembunyikan keadaan yang diketahui oleh tertanggung
tentang objek asuiansi, mengakibad<an asuransi itu balal- Kewajiban pvnberitahuan
itu berlaku juga apabila setelah diadakan asuransi terjadi pemberatan risiko atas
objek asuransi.
f. KepeninE;an(Interest)
Dalam saiap asurarsi harus ada kepentingan atas benda yang diaswamikan
Menurut ketentuan Pasal 250 KUHD kepentingan harus ada pada saat diadakan
asuransi . lni bemxti apabila pada saat membuat perj anjian asuransi tertanggung
tidak mempunyai kepentingan, kemudian terjadi peristiwa yang menimbulkan
kerugian, penanggung tidak berkewajibar membayar klaim ganti kerugian.
Ketentuan Pasal 250 KUHD selayaknya ditujukan kepa& tertanggrmg sebagai
suahr slamt bahwa pada&ddu mengadakan su|alsi tertanggung perlu nen)€lakrn
dengan tegas danjelas apa kepentingannya mengadakan asuransi itu. Dengan
adanya kepentingan, sejurnlah premi dapat dibayar, sehingga suransi berjalan.
Jika tet'adi perisiwa yang merimbu.lkan kerugia4 tertanggung yang be*€pentingan
beftak mengklaim pembayamn ganti kerugian dari penanggung.
3.3. Klausul Evenemen,4rr-RiJi dalam Perjanjian Pemblayaan Konsumen
Pada penelitian ini perjanj ian asuransi kendaran bermotor dilaksanakan
setelah perjanjian pembiayaan konsumen terjadi terlebih dahulu. Tedadinya
pe.janj ian pernbiayaan konsumen kendaraan bemotor akan menimbulkan akibat
hukum terhadap erusahaan pembiayaan dengan pihak konsumen. Alo:bat hukum
teNebut mengikat kedra belah pihak karem meq^agkuthak dan kewajiban masing-
rnasing pihak. Dalam hukum perjanj ian semua p€rj anjial yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini
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mengandung arti bahwa pihak-pihak yang mombuat perj anjian harus mematuhi
kelentuan isi perjanjian yang berlaku dan mengikat ssperti peratuan perundang-
undangan yang dibuat oleh pembenukundang-undang yang sifahya mengikat secara
hrlqllll
Pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor )"ng dilaksanakan titlak
selamanya pemturan perjanjian pembiayaan kendaraan berjalan dengan baik,
sebagaimana yang dihampkan yaitu pemenuhan prestasi para pihak sampai pada
habisnyamasa ngsuran terakhir. Dalam perjanjian pembiayaan terkadang timbul
rintangan dan hambatatr di tengah proses pe{alanan perjanjian pembiayaan.
Rintangan dan hambatan yang dihadapai dapat berupa, konsumen selaku debitur
tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam akta pedanjian
pembiayaan, seperti tedadinya lvanprcstasi atau dapatptlakatena over macht.
Keadaan tersebut dapat menimbulkan sengketa antara perushaan pembiayaan
konsumen (keditur) dengan konsumen (debitur), sehingga pihak yang merasa
dirugikan dapat mengajukar tuntutan ganti rugi atau gugatan perdata k€pada
pengadilan sebagai bentuk pemenulun prestasi.
Berdasarkan uaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa bagi pihak
perusahaan pembiayaan yang melalaikan kewaj ibarmya seperti membeikan barang
atau memberikan kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan
maka konsumen dapat menuntut di muka pengadilan. Sedangkan bagi konsumen
(debitur) s€ndni apabila I'iai melaksanFkerr kewajibamya raumelanggarketentuan
dalam isi perjanjian pembiayaan yang disepakati, maka debitur dapat dikenakar
sanksi pemutusan perjanjian pembiayaan s€cara sepihak oleh kreditui
Kekuatan hukum pedanjian pembiayaan konsumen dengan pembeiau
jaminan fidusi4 terletak pada kesepakatan para pihak untuk melakukan pedanjian
pembiayaan kendaraatr bermotor yang ditandai dengal penandatanganan Akta
Perjanjian Pembiayaan oleh para pilak, sehingga menimbulkan akibat hukwn (hak
dar kewaj ibar) yang harus dipenuhi kedua belah pihak. PenadatangarEr Akta
Perj anj ian Pembiayaan tersebut mengakibatkan perjanj ian pembiayaan sah dan
mengikat selta berlaku sebagai undang-undang dan perjanjian ini tidak dapat ditarik
kembali secara sepihak serta harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Berdasarkan uraian teNebut di atas dapat di analisis bahwa sesuai deogan
ketentuan Pasal 338jo Pasal 1320 KLrHPdt yang menFtakanbahwape$etujuan-
persetujuan yang dibuat dengan sah harus dila*sanakan dengsn itikad bailq hal ini
menunjukkan bahwaperseujuan-peNetujuan y g dibuat para pihak hads dengan
itikad baik. Itikad baik itu tentunya harus dilaksanakan dengan pelaksanaan
pemenuhan isi pedanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, karena perjanj ian
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuahla.
Berkembangnya pedanjian pembiayaan konsume[ kendaraan bemotor
denganjaminan fid$ia disebabkan karena dunia pedaganga knusrsrya keularaan
bermotor pada perkembangannya semakin meningkat sehingga menimbulkan
kompetisi perdagangan oleh perusahaan-perusahar te masuk perusahaan
pembiayaan Dengan dernikian perlu dilaloftan pendekatat yang bersifat mengajak
dan tidak memberatkan calon debitur 0onsurnel) sehingga tujuan dari pembiayaan
90 PRANATA EUKUM Voluhe 4 Nomor 2 -Juli 2009
konsumen dapat tercapai. Semakin kompetitifnya dunia bisnis selama ini
memperhgatkan untuk melakukan bisnis secara efektifdatr efisieD, namrrlr tidak
mengesampingkan tujuan pensabaan ,"itu membemleh keuntungan (laba). pada
perkembangannyatimbulahperjanjian pembiayaankonsumenkendaraanbsIIrotor
dengan pemberian jaminan fi dusia,
Pelaksanaan pe{anjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor
seringkali menimbulkan kead..n yang tidak diinginkaq s€bagai contoh tedadinya
wanprcstasi, over mach seperti hilangnya kendaraan bermotor karena pencuriaq
kecelakaan dan lan sebagainy4 sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak
perusahaan pembiayaan konsumen. Untuk menghindari terjadinya kerugianpa&
perjanjianpembiayaankomumen p  u dilalokatrupayapencegahan dalamrangka
memperkecil atau menghilangkan dsiko kerugian sepsrti melakukan perjanjian
asurami kenclaraan (objek peganjian pembia)"an) kepadapibakp€rosaban asresi.
Tidak seorang pun dapat meramalkan apa yang akau terjadi dimasa yang
akan datang secam sempum4 meskipun dengan menggunabn bebagai alat enrlisis.
Setiap nmalan yang dilakukan tidak akan tedepas dari keeinhan perhihmgan yang
telah dilakrkarl Penyebab meles€hry? hasikdrnalan ktrena dimrs y65g ettr 6u1rO
penuh dengan ketida@astian- Bahkan urtrkhal-hal tqtentu sarda sel€li tidak d4at
diperhitungkan sepeni maut atau rezeki. Jadi wajarjika terjadinya lisiko dinasa
yang akan datang hanya dapat dircka s€mata.
Risiko di masa datang dapat terjadi terhadap pelaksanaan pe{anjian
pembiayaan kendaraan bemotor misalnya risiko kehilanga4 kebokral kecelakaan
dan lain sebegainya ng riqlFr menimbulkan ketwiarl Dalam dmia bisnis, tuasuk
kegiatan usaha pembiayaan konsurnen kendaman bermotor isiko yang dihadapi
dapat berupa risiko kerugian akibat suanr kejadian seperti kerusakan, kebakaran,
kehilangan oleh karena itu setiap risiko yang akan dihadapi harus ditanggulangi
sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Untukmenanggulargi
risiko )"ng tidak kita inginkan dinusa yang at<an datarU nEka diperlut€n perusahse
asuransi yang mau menanggung s€mua risiko (€venemen) t€rsebul
Perusahaar asuransi merupakan badan usaha yang mau dan sanggup
menanggung setiap risiko yang akan dihadapi tertanggung, hal ini disebabkan
perusahaanasuiansi merupaknn pqusalEanyang melakukanusahapertanggungan
teftadap risiko yang akan dihadapi tertanggungnya.
Perjanjian asuransi kendaran bemotor merrpakatr salah sattj€rds
pe! anjian khusus asuansi yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjiarL maka
ketentuan syaxat-syarat sah suatu perjanjian dalam pasal I 320 KLII{pdt berlakujuga bagi perjanjian asuransi- Terjadinya perjanjian asura$i tedebih dah[u dia*ali
dengan adaiya perjanj ian pembiayaan kendaraan bermotor atfar. penrsahaatr
pembiayaan dan konsumen. Untuk menjami[ keamanan dao kelangsungan dari
pe! anj ian pembiayaan ini maka pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen
sepakat mengadalen perjanjian asuransi kerugian d€ngan pibakperusahaan surabsi,
dimana pedaojian asuransi kendaraan bermotor tersebut pibak tertanggung
mengalihkan risiko kerugian yang dapat imbul dalam bentuk evenemerl
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Evenemen yang dipertanggungkan pada pe! anjian asuransi ini adalah
b€6entuk s€muajenis kerugian seperti yang terdapat dalam klausula all rlstyaitr
klausula yang tidak hanya menyebutkad satujenis evenemen atau kej adian yang
menimbulkan kerugian saj4 tetapi juga terhadap bebempa risiko ken.rgian.
knplementasi pelaksanaan pedanjian asuransi kendaraan bemotor dalam
pedanj ian p€mbiayaan konsumen. Berdasarkan ketentuan 246 KUHD dan Pasal
1320 KUHPdt dapat dijaba*an sebagai berikut:
a. Unsursubjek
Subjek hukum pada peqar{ian asurdnsi kendardan bennoto! adalah pihak-
pihak yang terlibat dalam ped anjian asu{ansi yaitu penanggug dan teftanggung.
Adalya k€sepakatan afiara penanggung daII tertanggug melgenai ketentuan-
ketentuan yang tertuang dalam Polis Asuralsi Kendaman Bermotor akan
menimbulkan akibet hkuln kepada para pihak Berdasadcan Pasd 1320 KUUpct
subjek perjanjian Asuransi Kendaraan Bermoior adalah perusahaan asurarsi dan
perusahaan pembrayaankonsumen. Secarahukumkeduabelahpihak adalah subjek
hukum perduhmg hak dan kewajibaq s€bjngga dapat melakukan peduatan huhltn
yaitu membuat pedanjian. Secara yuridis keduaperusahaan yang telah sepakat
unnrk mgngikatkan dirbya dalam pe{ aoj ian asurarsi kendaraan bermotor, karena
suatu ha?teientu dan seUaU yang tr,au. oaam fUto yang mengaur secara umum
syarat asuransijuga telah dipenuhi oleh kedua pihak '1aitu adanya pelanjian asumnsi
antara perusahaan asuransi dengan tertanggung tertang obj€k perlanggungan yaiur
kendaraan bermotor sebagaimana terdapat dalam perjanjian penbiayaan
sebelumnya. Adanya persetujuan kehendak tersebut maka perusahaan asrlraDsi
akan memerima premi dao alian memikul semua risiko (evenemen a/l nslr) atas
kendaraan yang dipertanggungkan
Setelah mengadaknn perjanjian asuransi dalam polis asuransi kedudukan
hukunperusahaanpernbiayaanpadaperjajianasuarsiadalahsebagaite nggurg
mewakili kepentingan yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan konsumen.
Kesepakatan antara tertanggung dan perusanaan asu$nsi dituangk ndalarnb€nhrk
isi ketentuar Polis Standard Kendaraan Bermotor (PSKB) yang telah ditujukan
terlebih dahulu ol€h penanggung dan ditandaia[ganinya polis asuransi oleh kedua
belah pihak. Penandatanganan polis asuransi tersebut berarti bahwa para pihak
telah sepakat (conser.r/s) untuk melaksanakan isi pedanjian. Dalam pedanj ian
asuraisi kendaraan bermotor akan menimbulkan hubungan hukurn karena danya
kesepakatan pihak-pihak.
Berdasalkan uraian ters€but di atas dapat diketahui bahwa subjekpedanjian
asurarsi kenda.raan bermotor adalah penanggung yaitu setiap Badan Usaha atau
Badan Hukum yang dapat berbennrk PT (Persero), Koperasi yang menerima
pelimpahan risiko evenemen (a// risk) dengan menerima gemi dari tertanggung.
b. Unsur Status
Pilak penanggmg dan tefianggung adalah pendulclng hak dan kewajiban
yang dapat berstatus ebagai manusia pribadi atau badan hul(u4 tertanggudg pada
perjanjian aswansi kendaman bermotor dapat berstatus sebagai seorang,
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penekutuan atau badan hukunl baik sebapi perusahaan maupun bukan pemsaluan.
Statushulannperusahaanasuransi sebapipenanggungmerupakanpemsaluanyang
akan menanggung risiko ( ev e ne m e n) terhadap erjanjian pembiayaan kendaraan
bermotor antara perusaha& ponbiayaan dengankonsumen Dalam bal ini konsumen
dikenakan biaya asuransi (premi) dan apabila terjadi sesuatu maka perusahaan
Asuransi akan menanggung risiko sesuai dengan perjanj ian terhadap kendaraan
bermotor yang menjadi objek petjarljian pembiayaar
Pada perjanjian a-sumnsi, obj ek asuransi merupakan salah satu wsrrr yang
penting. Objek asuraasi dapat b€rupa barang atau bend4 kepentingan yang melekat
pada benda dan dpat dinilai dengan sejumlah uang. Padapenelitian i i yang menjadi
objek perjanjian asuraasi adalah kendaraan bermotor yangjuga merupakan objek
dalamperjanjian pembiayaankonsumen. Status kepemilikan kendaraan bermotor
pada perjanj ian pembiayaan konsrmen dapat dijadikan obj ek perjaqjian asumnsi,
sebab status kepemilikan kendaraan bermotor bukal sepenuhnya milik konsumen-
Status kepemilikan kendaraan bermotor akan beralih kepada konsumen setelah
korsumen memenuhi kewajiban pada perusahaan pembiayaan konsumen.
Asumnsi kendaraan bermotorjuga termasuk dalam salah satu ketenhran
larg tetdapat dalampe{anjianpembiayaankorlsumar Asuransi kendaman bermotor
dalam perjanjian pembiayaan dilakukan untuk melindungi kepentingan perusahaan
konsumen dan kon sumen terhadap risiko terjadinya kerugian (evenemen) seperti
kecelakaao, kehilangan, kerusakan, kebakaran dan lain sebagainya. Perusahaan
asuraffi sebagai penanggung dsiko yang telah dialihkan dengan cara pembayaran
premi oleh tertanggung yainr konsumen melalui perusahaanpembiayaan ko sumen
Berdasarkan isi perjanjian yarg ditandatangani maka kendaraan bemotor
merupakan kausa yang diperbolehkan karena perjanjian asuransi kendaraan
bermotor tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan
kesusilaa[
Pasal 251 KUHD menyatakan bahwa keadaan bcnda atau objek asuransi
dalam hal ini kendauan bermotor waj ib diberitahukan oleh tertanggung kepada
peoanggwg, apabila tidak dib€ritahukan maka perjanjian asuransi dapatbatal. Dalam
hal ini maka tertanggrmg harus membeitahukan keadaan yang sebenamya kepada
penanggung mengenai keadaan kendaraan bermotor te$ebut dengan caxa
melaloikan pemeriksaan objek dilapangan. Pemeriksaan tefiadap obj ek asuansi
kendaraanbermotor dilakukan mengenai merek, modeVtahun, omor mngk4 nornor
mesiq nomor polisi, wama kendaraan dan keterangan lain yang berkaitan dengan
objek asruansi.
c) Unsur Peristiwa
Pada perjanj ian asuransi kendaran bermotor berisijuga kesepakatan para
pibak Gfirasuk evenemen atauperistiwa t k tentrr yarg dicantumkan dalam kontrak
asuransi. Evenemen adalahperistiwa terhadap marabenda itu dipertanggungkaq
evenemen i i tidak dapat diketahui seb€lumnp dan tidak diharapkan teladi. Dalarn
penelitian ini yang menjadi evenemmnya dalah segala bentukperistiwa yang dapat
menimbulkan kerugian pada kendaiaan bermotor sebagai objekpe{anjian asurarsi
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seperti kehilangan akibat pencuriaq kebakaran, kerusakan, kecelakaan dan lain
s€bagainya. Evenemen sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian hanrsjelas
ditenhrkan pada Pofs Asuransi Kendaraan Bermotor, dalam hal hi tertanggung
mernilih eveiremen yang benifat (a// nst).
d) Uns|ltrHubu€an Hukum
Ursnhbrmganlukumpadap€danjiana$ransikendaraanbennotoradalalr
hubungan hukum yang timbul karena perjanjian (kes€pakatan) pada potis asuransi
kendaman bemotor. Hubungan hukum arrbra penaDggung dan tertanggmg adalah
hrbungpn kewajiban dan haklaitu ket€rikatan porapihakumk manemhi kewqiftao
dan haloya Perjanjian aslrarEi kendaraan bermotor antara perus€haan pernbiayaan
konsumen dan perusahaaa asuransi menimbulkan kewajiban pokok pihak
penanggung unhrk memikul beban risikojika t€qadi wenemen yang menimbulkan
kerugian. Perusabaan surdnsi (penanggu€) wajib membayar ganti kengiankepada
perusalnan pembiayaan konsumen (lertanggung) kaxena perusahaan asuransi telah
menerima gemi asuransi dari pihak tertanggung sebagai kewajibannya.
Asuiansi kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen
menimbulkan kewajiban dan hak bagi tertanggung (perusahaan pembiayaan
konsumen dan Konsumur) adalah membayarpemi dimuka dengan menerima tanda
bukti pembayaratr Penrbayaran pr€mi sangat pentng karem penangguDg tidak akan
membayar ganti kerugian apabila premi belum dibayar. Memberikao keterangan
yang benar entatrg keadaan kendaraan bermotor s€belum pertanggungan ditutrp
sebab jika ketemngan yang diberikan tidak benar maka dapat mengakjbatkal
bataloya perjanjian asumnsi. Sedangfun yang menjadi hak dari tertanggung
(pensabaanponbialaankonsumendankonsumen) adalahmenerina ganfik€n€ian
sebagai bentuk konpensasi terhadap evenemen yang te! adi sesuai dengan yang
ditenhrkan pada Polis Asuransi Kendaraan Bermotor.
Kewajiban dan hak perusahaan asuransi (renanggrmg) dalam perjanj ian
asr.rransi kendaraan b€rmotor adalah penanggung berkewaj iban menandatangani
Polis Asuansi Kendaraan Bermotor dan menyemhkannya kepada tertanggudg,
membedkan ganti kerugian kepada tetunggung apabila tedadi evenemen terhad4
keodaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi hak perusahaan asurarlsi
(penangBug) adalah berhak menerima premi tertanggung, melihat dan melakukao
penelitian terhadap, lokasi, tempat terj adinya evenemen dan keadaan-keadaan
lainnya dengan caramengambil foto/sketsa lokasi.
IV. KESIMPIJLAN
Perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada perjanjian pernbiayaan
konsumen dilakukan setelah perjanj ian pembiayaan konsumen dilakukan yaitu
perjanjian antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan Konsumen. Apabila
perjanjianpembiayaankendaraanbermotortelah dilakukan makapihak
pembia'"an kons@en dan konsumen akan melakukan perjanjian aslransi dengan
perusahaan asuransi-.
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Ped anjian asura$i kendanan bermotor tersebut al(an menimbulkan hak dan
kewaj iban bagi kedua belah piluk secaxa timbal balik. Pe4anjian asurarsi kendaraan
bemotor diimplementasikan pada Polis Standard Kendaraan Bemotor (PSKB) yang
telah di buat sebelunmya olehperusala.an surmsi selaku penanggwrg. PSKB berisikan
tentang ketentuan-ketentuan dasar pelaksanaan asuransi kenda€an bermotor serta
memuat hak dan kewajiban yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh para pihak.
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